FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
WISATA HALAL
DALAM PERSPEKTIF SYARI'AT ISLAM

e (R TP S ,
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

Menimbang : a. bahwa industri wisata halal saat ini sudah berkembang pesat di
berbagai belahan dunia termasuk di Aceh;

b. bahwa industri wisata halal khususnya di Aceh belum
sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu
menetapkan Fatwa tentang Wisata Halal;

Mengingat : 1. Al-Quran:
a. Surat al-Mulk, ayat 15:
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b. Surat al- Rum ayat 9:
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2. Al-Hadits:

Hadits riwayat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, nomor 433, juz 1,
hal. 94:
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3. Kaidah Ushul Figh dan Figh:
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4. Peraturan Perundang-Undangan:

a. Pembukaan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 (Preambule);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh;

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman
Nasional, Tahura, dan Taman wisata Alam;

f. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5
Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;

g. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun
2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqgidah, Ibadah
dan Syiar Islam;

h. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun
2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan
Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;

i. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Ulama;

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata;

k. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok
Syari’at Islam;

.

. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan
Produk Halal;

m. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama;

n. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 07 Tahun
2014 tentang Pariwisata Dalam Pandangan Islam;

o. Fatwa...g
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o. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor
108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata
Berdasarkan Prinsip Syariah;

p- Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/729/2022 tentang
Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Masa Bakti 2022-2027;

Memperhatikan :

1. Khutbah Iftitah yang disampaikan oleh Ketua Majelis

Permusyawaratan Ulama Aceh, Tgk. H. Faisal Ali.

2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah — VII MPU Aceh,
yang disarikan dari makalah-makalah:

a. Tgk. H. Faisal Ali (Ketua MPU Aceh) dengan judul “Wisata
Halal (Halal Destination) Menurut Figh Islam”.

b. Ismail (Dinas Kebudayaan & Pariwisata Aceh) dengan judul
‘Strategi & Pengembangan Wisata Halal di Aceh”.

c. Dr. Husaini Ibrahim, MA (Program Studi Sejarah FKIP — USK)
dengan judul “Wisata Halal (Halal Destination) Menurut Adat
Aceh”.

d. Dr. Syarifuddin Hasyim, SH, M.Hum (Dosen Fakultas Hukum
USK) dengan Judul “Wisata Halal (Halal Destination) Menurut
Hukum Positif”.

3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang
Paripurna - V Tahun 2022 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
tanggal 18 sampai dengan 20 Dzulhijjah 1443 H bertepatan
dengan tanggal 18 sampai dengan 20 Juli 2022 M.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
SIDANG PARIPURNA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan
rekreasi.

KEDUA : Wisata Halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat
Islam dan kearifan lokal.

KETIGA : Wisatawan non muslim wajib menghargai dan menghormati tatanan
wisata yang berbasis nilai-nilai syari’at Islam dan kearifan lokal.
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Qurrah al-‘Ain, hal. 208 s.d 209:
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KEEMPAT : Objek wisata wajib memastikan ketersedian sarana ibadah yang
representatif, sanitasi yang baik, dan fasilitas umum yang menjamin

tidak terjadinya campur-baur antara laki-laki dan perempuan yang
diharamkan.

Is’ad al-Rafiq, juz 2, hal. 67:
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Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, juz 4, hal. 350:
J L Lk WYy ddy Lde dna Y 1L O CLE“:)H ones Hldl oyl Jo Ja

055 g BV Gkl g e eoh Y el BT 52 Yol
-}3) Sl ::a-*‘ oy - T e gl ey LI O J5 By wael
B dho ) Jyoy il g o8 sl OF Laiall dommadl! Esle VI
o 896 oK 4130 dla oLl B3t 0¥ Jla ) Cals odeman (3 des 4de

el

KELIMA : Para pelaku usaha wajib memastikan ketersediaan makanan dan
minuman yang halal dan baik serta menghindari kegiatan-kegiatan
maksiat seperti hiburan yang diharamkan dan penginapan yang
melanggar prinsip syariah.
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Syarh al-Arba’in an-Nawawiyyah, hal. 59:
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Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 20 Dzulhijjah 1443 H
20 Juli 2022 M

}PIMPIH.&H‘MAJEL USYAWARATAN ULAMA ACEH
&7 v Yy etua,
25
-
H. Faisal Ali
akllKetua K il Ketua

Tgk. H.*Hasbi Albayuni Dr. Tgk. H. Muhlbbuththahary, M.Ag Dr. Tgk. H. Muh }vdta, Le. M.Ed




